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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT KELILING DINAS
KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh :

DINA MEI FITRIANA

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung membuat
inovasi kebijakan rumah sakit keliling untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan
bagi masyarakat di daerah otonomi baru, rawan bencana, dan daerah terpencil.
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah otonomi baru yang
menjadi sasaran kebijakan rumah sakit keliling, salah satunya di Kelurahan
Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Terjadi penurunan jumlah
kunjungan pasien rumah sakit keliling dari tahun 2013-2017 setiap rumah sakit
keliling melakukan kunjungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Tipe
penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan menurut William N.
Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, kesamaan, dan
ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kebijakan rumah sakit keliling
memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator efektivitas karena
mendekatkan akses pelayanan kesehatan. Indikator efisiensi sudah optimal dalam
pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Indikator
kecukupan sudah optimal karena rumah sakit keliling telah menyediakan empat
pelayanan spesialistik dasar. Responsivitas dari masyarakat sangat antusias pada saat
rumah sakit keliling melakukan kunjungan. Kesamaan yaitu rumah sakit keliling
memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan rumah sakit keliling dan ketepatan dalam implementasi kebijakan rumah
sakit keliling sudah tepat sasaran.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Rumah Sakit Keliling



ABSTRACT

EVALUATION OF MOBILE CLINIC SERVICES POLICY LAMPUNG
PROVINCIAL HEALTH OFFICE
(Study in Panaragan Jaya Subdistrict Tulang Bawang Tengah District Tulang
Bawang Barat Regency)

By :

DINA MEI FITRIANA

Lampung Provincial Government through Lampung Provincial Health Office made
an innovative mobile clinic policy to bring access to health services for people in new
autonomous regions, prone to disasters, and remote areas. Tulang Bawang Barat
Regency is one of the new autonomous regions which has become the target of
mobile clinic policies, one of which is in Panaragan Jaya Subdistrict Tulang Bawang
Tengah District. There was a decrease in the number of mobile clinic patient visits
from 2013-2017 every mobile clinic visited. The purpose of the study was to find out
the results of Evaluation Mobile Clinic Services Policy Lampung Provincial Health
Office. The type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques used
were interviews and documentation. The theory used according to William N. Dunn
includes effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, similarity, and accuracy.
The results of the study show that the evaluation of the mobile clinic policy has been
provided benefits to the community in accordance with the indicators of effectiveness
because it brings access to health services closer. Indicators of efficiency are optimal
in fulfilling human resources, facilities and infrastructure as well as the budget. The
indicator of adequacy is optimal because mobile clinic have provided four basic
specialist services. Responsiveness from the community was very enthusiastic when
the mobile clinic visited. The similarity is that the mobile clinic provides benefits
evenly to the people who get mobile clinic health services and the accuracy in
implementing the mobile clinic policy is right on target.

Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Mobile Clinic
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas
dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi memberikan
pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan
dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan
lainnya. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa pemerintah berkewajiban
menyediakan pelayanan yang baik. Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi
pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negaranya
agar segala tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi sehingga

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik merupakan
suatu usaha yang nyata dari pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan kepada penerima pelayanan. Pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat tidak boleh diskriminatif agar tercapai kesejahteraan dalam

masyarakat.



Salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah
pelayanan dalam bidang kesehatan. Pelayanan dalam bidang kesehatan
merupakan kebutuhan bersama untuk kehidupan masyarakat. Kesehatan
termasuk dalam pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya
dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam rangka meningkatkan
derajat kesehatan pada masyarakat, perlu menyelenggarakan upaya pelayanan
publik dalam bidang kesehatan yang berkualitas dan menyeluruh. Pemerintah
pusat maupun daerah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan
yang memadai. Pemerintah sebagai pemegang otoritas publik berhak membuat
kebijakan publik dalam bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal
5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan”. “Ruang lingkup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,
tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata,

dan sektor strategis lainnya”.

Kesehatan merupakan hak dan investasi bagi setiap individu. Seluruh
masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan
memadai. Kesehatan juga dapat dikatakan sebagai investasi karena kesehatan

adalah modal dasar bagi manusia untuk dapat beraktivitas sesuai dengan tugas



dan kewajibannya masing-masing agar dapat menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Masyarakat semakin sadar akan haknya atas pelayanan publik yang
berkualitas, oleh sebab itu semakin tinggi pula tuntutan akan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu
upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap komitmen

pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, mengadakan kompetisi dalam bidang inovasi pelayanan
publik dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Kompetisi inovasi
pelayanan publik ini pertama kali diadakan pada tahun 2014 dan secara rutin
terus diadakan setiap tahun. Kompetisi ini bertujuan untuk menjaring,
menetapkan dan menggunakan inovasi yang terpilih sebagai bahan transfer

teknologi dan replika inovasi pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 51 tahun 2016, Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic) Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung menerima penghargaan Inovasi Pelayanan
Publik Tingkat Provinsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi di Jatim Expo pada tahun 2016. Penghargaan tersebut
membuat Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic) Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik.



Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 35.288,35 km? dengan kondisi
geografis beragam dan memiliki daerah rawan bencana serta daerah otonomi
baru, akan tetapi daerah-daerah tersebut belum seluruhnya memiliki rumah
sakit. Salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Lampung adalah Kabupaten
Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten
baru hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang, diresmikan pada tahun
2008 ditandai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23
Oktober 2008. Infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai
daerah otonomi baru masih terbatas dan masih dalam tahap pembangunan,

termasuk infrastruktur dalam bidang kesehatan.

Ketersediaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih
kurang karena hanya memiliki satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Rumah sakit umum daerah yang ada di Tulang Bawang Barat tersebut masih
dalam proses pembangunan, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat belum terlaksana dengan maksimal. Masyarakat di
Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sakit harus keluar kabupaten untuk
berobat, sedangkan untuk beralih pada jasa klinik swasta tentu saja tarifnya

lebih mahal.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
membuat inovasi rumah sakit keliling untuk membantu mendekatkan akses
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Lampung yang daerahnya
belum memiliki rumah sakit. Rumah sakit keliling merupakan unit operasional

dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan pelayanan



kesehatan perorangan secara paripurna. Rumah sakit keliling dilaksanakan
melalui Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (PKDR) Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung selaku pihak penyelenggara.

Tujuan utama dari rumah sakit keliling yaitu memudahkan dan mendekatkan
akses pelayanan spesialistik dan rujukan kepada masyarakat khususnya di
daerah otonomi baru yang belum memiliki rumah sakit. Rumah sakit keliling
juga menjangkau daerah-daerah terpencil atau daerah wilayah DTPK (Daerah
Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) serta daerah prioritas lainnya. Rumah
sakit keliling merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung dalam rangka memberikan solusi terhadap
kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang kurang memadai khususnya bagi

daerah yang belum memiliki rumah sakit.

Rumah sakit keliling mulai berlaku tahun 2013 dan pelayanan dimulai tanggal
22 Maret 2013 di Puskesmas Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Rumah sakit keliling melakukan empat kegiatan pelayanan spesialis dasar
(Penyakit Dalam, Anak, Kebidanan dan Bedah), screening kasus THT,
pemeriksaan laboratorium dan Radiologi. Fasilitas yang disediakan oleh
Rumah Sakit Keliling yaitu ruang konsultasi, ruang laboratorium, ruang
operasi minor dan mayor, mobil radiologi, mobil recovery room, dan mobil
angkutan tenaga medis. (Paparan RS Keliling 2018 Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung)

Jumlah kunjungan pasien rumah sakit keliling tahun 2013 hingga tahun 2018

berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan



Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yaitu sebanyak 9.912
pasien. Kunjungan dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit
keliling lebih mengutamakan daerah otonomi baru seperti Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat. Jumlah

kunjungan pasien tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Data Jumlah Kunjungan Pasien Rumah Sakit Keliling Tahun

2013-2018
No. Tahun Jumlah Pasien
1 2013 2.516
2 2014 1.905
3 2015 1.464
4 2016 608
5 2017 3.235
6 2018 184
Total 9.912

Sumber : Data RS Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2019)

Rincian tabel 1. Data jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit Keliling tahun
2013-2018 vyaitu jumlah kunjungan pasien pada tahun 2013 sebanyak 2.516
kunjungan, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 1.905 kunjungan, ditahun
2015 sebanyak 1.464 kunjungan, tahun 2016 sebanyak 608 kunjungan dan
kunjungan paling banyak pada tahun 2017 mencapai 3.235 kunjungan pasien,
sedangkan yang paling sedikit yaitu pada tahun 2018 hanya 184 kunjungan

pasien selama satu tahun.

Peneliti akan memaparkan jumlah kunjungan pasien rumah sakit keliling
berdasarkan kabupaten yang dikunjungi selama tahun 2013 hingga 2018 di

Provinsi Lampung, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :



Tabel 2. Data Jumlah Kunjungan Pasien Rumah Sakit Keliling per
Kabupaten Tahun 2013-2018

No. Kabupaten Jumlah Pasien
2013 2014 2015 2016 | 2017 2018

1 Tulang Bawang Barat | 982 600 311 357 | 322 -
2 Mesuji 740 627 699 251 | - -
3 Pesisir Barat 794 678 454 - 212 184
4 Tanggamus - - - - 402 -
5 Lampung Utara - - - - 135 -
6 Lampung Barat - - - - 233 -
7 Lampung Timur - - - - 205 -
8 Pesawaran - - - - 528 -
9 Lampung Selatan - - - - 581 -
10 | Way Kanan - - - - 228 -
11 | Pringsewu - - - - 389 -

Total 2516 | 1905 |1.464 |608 |3.235 |184

Sumber : Data RS Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2019)

Tabel 2. Data jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit Keliling per kabupaten
tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tahun 2013-2015 rumah sakit keliling
hanya mengunjungi daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat, namun tahun 2016
rumah sakit keliling tidak mengunjungi Kabupaten Pesisir Barat. Tahun 2017
rumah sakit keliling mengunjungi 10 kabupaten namun, Kabupaten Mesuiji
tidak termasuk dalam kunjungan tersebut. Kunjungan pasien terbanyak yaitu
pada tahun 2017 karena ditahun tersebut kunjungan rumah sakit keliling
meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2018 rumah sakit

keliling hanya melakukan satu kali kunjungan yaitu di Kabupaten Pesisir Barat.

Mengenai jumlah kunjungan pasien rumah sakit keliling pada daerah otonomi
baru Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2013-2017 lebih rinci dapat

dilihat pada tabel 3 berikut ini :



Tabel 3. Data Jumlah Kunjungan Pasien Rumah Sakit Keliling
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013-2017

No. Tahun Jumlah Pasien
1 2013 982
2 2014 600
3 2015 311
4 2016 357
5 2017 322
6 2018 -
Total 2.572

Sumber : Data RS Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (2019)

Tabel 3. Data jumlah kunjungan pasien Rumah Sakit Keliling Kabupaten
Tulang Bawang Barat tahun 2013-2017 dapat dilihat jumlah kunjungan pasien
rumah sakit keliling di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pada tahun 2013
sebanyak 982 kunjungan, tahun 2014 sebanyak 600 kunjungan, tahun 2015
sebanyak 311 kunjungan, tahun 2016 sebanyak 357 kunjungan, dan tahun 2017
sebanyak 322 kunjungan dengan total jumlah kunjungan pasien secara
keseluruhan sebanyak 2.572 pasien. Tahun 2018 RS Keliling tidak

mengunjungi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Terjadi penurunan jumlah pasien rumah sakit keliling setiap tahun berdasarkan
data yang telah diuraikan. Penurunan tersebut bukan karena faktor kesehatan
masyarakat yang meningkat, atau karena masyarakat tidak puas dengan
kualitas pelayanan rumah sakit keliling. Banyak faktor yang menyebabkan
penurunan jumlah pasien rumah sakit keliling, oleh karena itu diperlukan suatu
evaluasi untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat agar dapat
dicarikan pemecahan masalah dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan di

masa mendatang.



Peneliti tertarik meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit
Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, karena dengan adanya evaluasi
berguna untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang
telah dilaksanakan. Data dan informasi yang peneliti peroleh bertujuan untuk
menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan rumah sakit keliling di Kelurahan
Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat. Penelitian mengenai evaluasi kebijakan terhadap pelayanan
kesehatan memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain, seperti beberapa

penelitian yang akan peneliti uraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No. | Nama Peneliti | Tahun Jenis Judul Penelitian
Penelitian
1. Ummul Khair 2013 Jurnal Evaluasi Kebijakan Jaminan
Persalinan di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun
2012
2. Hendriyanto, 2013 Jurnal Evaluasi Kebijakan Berobat
Julita Gratis di Kabupaten Tanjung
Hendrartini , Jabung Timur Propinsi Jambi
Juanita
3. Kus Winarno, 2013 Jurnal Evaluasi Kebijakan
Mubasysyir Pembangunan Puskesmas
Hasanbasri, Pembantu di Propinsi
Deni Kurniadi Kalimantan Tengah
Sunjaya
4, Andi Nur Fighi 2017 Jurnal Evaluasi ~ Program  Jaminan
Utami dan Dyah Kesehatan Nasional Pada
Mutiarin Fasilitas Kesehatan Tingkat |
Kabupaten Sleman Tahun 2016
5. Elfrida Tambun 2013 Jurnal Evaluasi Implementasi
dan Mubasysyir Kebijakan  Persalinan  Bagi
Hasanbasri Masyarakat Miskin Oleh Bidan
Praktek  Swasta di  Kota
Tanjungpinang

Sumber : Diolah oleh peneliti (2019)

Penelitian Khair (2013) pelaksanaan jaminan persalinan di daerah Istimewa

Yogyakarta memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya, sehingga
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perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan jaminan persalinan. Hasil
penelitian yaitu Program Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan suatu
kebijakan yang sangat mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi,
akan tetapi masih perlunya perbaikan dan pembenahan dalam pelaksanaan

kebijakan jaminan persalinan.

Hendriyanto dkk (2013) mengkaji tentang Evaluasi Kebijakan Berobat Gratis
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Hasil penelitian yaitu
kebijakan ini belum menerapkan prinsip good governance dengan baik dimana
fungsi pengawasan dan pembinaan dalam konteks pelayanan gratis belum
berjalan sebagaimana mestinya sebuah sisitem jaminan kesehatan, selain itu
juga terjadi inefisiensi pada pengalokasian penganggaran ganda yaitu sumber

APBD dan alokasi pusat dalam bentuk Askeskin

Masalah dalam jurnal Winarno dkk (2013) yaitu Propinsi Kalimantan Tengah
dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.428 jiwa, terdiri dari 14
Kabupaten/Kota, 1348 desa, memiliki 805 puskesmas pembantu. Ini berarti
hanya sebesar 59% atau setengah jumlah desa yang mempunyai sarana
pelayanan kesehatan berupa pustu. Hasil penelitian menunjukkan
pembangunan pustu di Provinsi Kalimantan Tengah yang dananya berasal dari
APBD I, tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Tidak ada agenda yang
melatarbelakangi pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan
Tengah. Peran stakeholder dalam penyusunan agenda setting kebijakan ini

hanya bersifat normatif.



11

Utami dan Mutiarin (2017) menilai Program Jaminan Kesehatan Nasional yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan suatu program asuransi yang
membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Maka diperlukan evaluasi pelayanan kesehatan pada program JKN
yang dilaksanakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman. Hasil pengamatan
dan wawancara menunjukkan adanya masalah pada pelayanan BPJS
Kesehatan, Sedangkan untuk capaian pelayanan dinilai mencapai target, hal
tersebut ditunjukkan dengan menurunnya angka rujukan di fasilitas tingkat I,
dan jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman meningkat pada

tahun 2016.

Masalah dalam penelitian Tambun dan Hasanbasri (2013) adalah kebijakan
pemerintah ini belum berhasil meningkatkan cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan. Hasil evaluasi menunjukkan bidan praktek swasta tidak
semuanya bersedia memberikan pelayanan pertolongan persalinan bagi
masyarakat miskin dengan mengajukan klaim ke puskesmas. Dukungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap implementasi askeskin
diwujudnyatakan dengan pengembangan dua unit puskesmas menjadi
puskesmas perawatan. Pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat
miskin yang diberikan bidan praktek swasta tidak berbeda dengan pasien

umum.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini peneliti
mengevaluasi kebijakan baru dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang

mendapatkan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dari
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Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jatim
Expo pada tahun 2016 lalu. Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan teori
dari William N. Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,

responsivitas, dan ketepatan.

Rumah sakit keliling sebagai inovasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
dalam penyelenggaraannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat
yang tinggal di daerah otonomi baru seperti Kabupaten Tulang Bawang Barat
khususnya di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi berhasil atau tidaknya

pelaksanaan kebijakan rumah sakit keliling yang telah dilaksanakan.

Hasil penelitian dari Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diharapkan dapat digunakan sebagai salah
satu masukan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk perbaikan
kualitas pelayanan rumah sakit keliling maupun pembuatan kebijakan baru

dalam bidang kesehatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas maka
rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Kebijakan

Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Studi
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Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat?”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Evaluasi Kebijakan
Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Studi
Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitsian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kontribusi
pemikiran dan dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai
Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung Studi Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung, khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan
Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Studi
Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.



. TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik terlebih dahulu
harus dimengerti tentang kebijakan publik dan tahapan dalam perumusan
kebijakan publik. Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan
kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan
pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi
setempat oleh pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah
seperangkat politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh

pemerintah untuk mencapai kehendak politik (Sugandi, 2011: 73).

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka
menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat
(Sulistio, 2012: 3). Permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat
perlu diperhatikan oleh pemerintah agar permasalahan tersebut tidak
mengganggu kehidupan masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah yaitu melalui penyusunan kebijakan publik.
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Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor
atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan,
pertanian, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Dilihat dari hierarkinya,
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi,
Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan

Gubernur/Bupati/Walikota.

Tujuan kebijakan publik yaitu membentuk keseimbangan dalam kehidupan
masyarakat, sebagai penyeimbang maka kebijakan publik dituntut harus
memberikan rasa adil bagi semuanya (Sugandi, 2011: 76). Kebijakan
publik memiliki manfaat dalam menjelaskan berbagai persoalan dan

fenomena yang ada di dalam masyarakat secara lebih rasional dan legal.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat publik, maka
kebijakan publik haruslah dibuat oleh pemegang otoritas publik.
Pemegang otoritas publik tersebut merupakan orang-orang yang telah
menerima mandat dari masyarakat melalui proses pemilihan umum untuk
bertindak atas nama rakyat. Fokus utama kebijakan publik dalam negara
modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang dapat
dilakukan oleh negara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas

hidup orang banyak.
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2. Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Tahapan dalam pembentukan kebijkan publik (Sugandi, 2011: 82) :

1. Identifikasi masalah
Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijkan.
Suatu masalah atau isu dapat dijadikan agenda kebijakan jika masalah
atau isu tersebut telah mencapai titik kritis tertentu yang menimbulkan
dampak bagi orang banyak sehingga perlu dibuat suatu kebijakan untuk
mengatasi masalah tersebut.

2. Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih
teknis dengan cara menerapkan metode penelitian  untuk
mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam merumuskan
permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif kebijakan.

3. Legitimasi kebijakan
Proses legitimasi kebijakan publik dilakukan setelah formulasi
kebijakan. Legitimasi merupakan proses pengesahan suatu keputusan
menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis lainnya. Legitimasi
dimaksudkan agar kebijakan publik yang telah ditetapkan memiliki
dasar hukum dan dapat diakui kesahihannya di dalam masyarakat.

4. Implementasi kebijakan
Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan

publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk
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melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan
publik (public service) kepada masyarakat.

5. Evaluasi Kebijakan
Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting untuk menilai keberhasilan
suatu kebijakan publik. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat
kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus
kebijakan publik. Evaluasi kebijakan biasanya dilakukan setelah kebijakan
publik diimplementasikan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menguji
tingkat keberhasilan dan kegagalan, serta keefektifan dan keefisienan suatu

kebijakan publik.

Kebijakan publik dimaksudkan untuk mencapai hasil tertentu dalam
menyelesaikan masalah-masalah publik. Kegiatan evaluasi dilakukan karena
tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil seperti yang
diinginkan. Sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi
sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah

kebijakan tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat Kkinerja suatu kebijakan
(Subarsono, 2015: 119). Evaluasi selain memberikan satuan-satuan nilai

tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat
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menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis

kebijakan berikutnya (Suharno, 2013: 182).

Penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah tentu telah dirancang sedemikian

rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun tidak selalu penerapan

tersebut dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Terganggunya impelementasi yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan

kebijakan mungkin disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi

lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Evaluasi memiliki beberapa

tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat
diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan,

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk melihat
dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

5. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui apabila ada penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara
tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang agar

dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Mengevaluasi suatu kebijakan publik diperlukan adanya indikator-indikator
untuk mengukur keberhasilan dari kebijakan publik tersebut. Perlu

dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal
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akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang

sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn

(2003: 429) mencakup enam indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas : berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis,
selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2. Efisiensi : berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan
sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara
efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan : berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara
alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan : erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok
yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada
perataan ini adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, moneter) atau
usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.

5. Responsivitas : berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat
tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analis yang dapat

memuaskan semua Kriteria lainnya — efektivitas, efisiensi, kecukupan,
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perataan— masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari
kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan : kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan
rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan
tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih
Kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga
dari tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan

tersebut.

C. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan
pemenuhan kepentingan umum atau publik. Kepentingan umum atau
kepentingan publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan adalah melayani suatu jasa yang
dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang (Sedarmayanti, 2009:

243).

Secara umum penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik mencakup
lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks, rumit serta dalam prosesnya
mengandung kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan atau tugas
dan fungsi antara unit/instansi yang satu dengan yang lainnya (Istianto,

2011: 107). Pelayanan publik tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau
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sekelompok orang karena titik tolak pelayanan adalah kebutuhan

masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemberian
pelayanan publik merupakan salah satu fungsi yang fundamental dan harus

diemban oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Tujuan pelayanan publik adalah pemberian dan pendistribusian barang dan
jasa yang terbaik bagi masyarakat (Duaji, 2013: 7). Barang dan jasa
terbaik yang diberikan oleh pemerintah harus memiliki kesesuaian dengan
kebutuhan masyarakat agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan
yang sudah diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik terbaik adalah
pemberian pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi harapan publik dan

pencapaian kepuasan atas pelayanan publik tersebut oleh masyarakat.

. Kelompok Pelayanan Publik

Berdasarkan KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis

pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan
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jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta

produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

1. Pelayanan Administratif, adalah pelayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan oleh publik, misalnya
status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau
penguasaan terhadap suatu barang dan lain sebagainya. Dokumen-
dokumen ini antara lain KTP, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran,
BPKB, SIM, STNK, IMB dan lain-lain.

2. Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya
penyediaan air bersih, tenaga listrik, jaringan telepon, dan sebagainya.

3. Pelayanan Jasa, adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat diatas, terdapat tiga jenis pelayanan publik yaitu pelayanan
administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Sesuai penjabaran
tersebut, maka pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Keliling
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat

termasuk ke dalam kategori pelayanan jasa.

D. Tinjauan Tentang Rumah Sakit Keliling

Pengertian Rumah Sakit Keliling atau Rumah Sakit Bergerak berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
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058/Menkes/SK/1/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit
Bergerak adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara
dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi
lain di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang
dilaksanakan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat

darurat/pelayanan darurat.

Rumah Sakit Keliling dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 16 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan
Mobile Clinic (Rumah Sakit Keliling) dimana rumah sakit keliling merupakan
program unggulan Gubernur Lampung dibidang pelayanan kesehatan, yang
dibentuk dalam rangka membantu meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat di Provinsi Lampung terutama bagi masyarakat daerah otonomi
baru, dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

setempat.

Rumah sakit keliling diinisiatif sejak tahun 2012. Rumah sakit keliling
pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2013, dengan
mengunjungi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan melakukan pelayanan
kesehatan yang bekerjasama dengan Puskesmas Panaragan Jaya Kabupaten
Tulang Bawang Barat. Pelayanan kesehatan tersebut dimulai tanggal 22
Maret 2013 dan berlangsung hingga sekarang. Tahun 2013, 2014, 2015, 2016,

2017 dan 2018 penandatanganan MoU antara Dinas Kesehatan Provinsi
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Lampung dengan empat Rumah Sakit yaitu RSUD dr. Abdul Moeloek,

RSUD Menggala, RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dan RSUD Liwa.

Rumah sakit keliling merupakan sebuah mini bus dilengkapi dengan peralatan
kesehatan, ruang operasi kecil dan sedang, ruang konsultasi, ruang radiologi,
ruang recovery room dan ruang laboratorium. Rumah sakit keliling
melakukan pelayanan selama 3 hari di lokasi yang dikunjungi, dilaksanakan
dari pagi hingga sore hari dimana dalam kegiatannya pada hari pertama
melakukan skrining atau pemeriksaan pasien dan poli umum di Puskesmas
Rawat Inap setempat, hari kedua melakukan pelayanan spesialistik dan
tindakan operasi, dan hari ketiga pemulihan pasca operasi, pencatatan serta

dokumentasi rekam medik.

Rumah sakit keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah suatu bentuk
terobosan baru dalam hal pelayanan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan
kesehatan dengan cara mendatangi pasien/orang sakit secara langsung tanpa
perlu masyarakat jauh-jauh mengunjungi rumah sakit untuk memerikasakan
kesehatan ke luar daerah mereka. Manfaat utama dari rumah sakit keliling
adalah dalam rangka untuk memberikan kemudahan akses pelayanan
kesehatan, baik itu pelayanan spesialis dan rujukan bagi masyarakat, serta
untuk membantu dalam mengatasi kegawardaruratan di bidang kesehatan,
baik itu disebabkan oleh bencana, konflik dan lain sebagainya di Provinsi

Lampung.

Sesuai Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 51 tahun 2016 RS Keliling

menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi dari
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Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di
Jatim Expo pada tahun 2016. Rumah sakit keliling terdiri dari 5 unit
kendaraan antara lain 2 unit untuk pemeriksaan umum, tindakan operasi,
THT, kebidanan, pemeriksaan anak, penyakit dalam, ruang pemeriksaan dan
tindakan operasi. Unit ini juga dilengkapi laboratorium serta bank darah. Unit
kendaraan lainnya diperuntukkan sebagai ruang pemulihan pascaoperasi serta
unit kendaraan operasional angkutan tenaga medis bagi dokter spesialis dan

juru rawat.

Rumah sakit keliling dilaksanakan melalui Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku pihak
penyelenggara. Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi
Lampung dimaksudkan untuk membantu mendekatkan akses pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk spesialis dasar (dalam hal ini
meliputi empat kegiatan yaitu spesialis anak, penyakit dalam,
kebidanan/kandungan, dan bedah) serta bentuk pelayanan lain seperti

screening kasus THT, pemeriksaan laboratorium dan radiologi serta anastesi.

Pembiayaan operasional penyelenggaraan rumah sakit keliling bersumber dari
APBD Provinsi Lampung. Demi kelancaran dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan rumah sakit keliling ini, Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Provinsi
Lampung diantaranya, RSUD Abdul Moeloek, RSUD Menggala, RSUD dr.
A. Dadi Tjokrodipo dan RSUD Liwa, kerja sama tersebut diantaranya untuk

penyediaan dokter spesialis, sedangkan untuk ketersediaan paramedis juga
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melibatkan Puskesmas Rawat Inap setempat di setiap kabupaten yang
dikunjungi, Puskesmas Rawat Inap setempat juga dijadikan sebagai lokasi

penyelenggaraan kegiatan (base camp) dari rumah sakit keliling ini.

Kerangka Pikir

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia oleh karena itu
pelayanan kesehatan harus mudah dicapai oleh masyarakat. Salah satu
pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, akan tetapi tidak semua daerah
memiliki rumah sakit terutama pada daerah otonomi baru yang masih dalam
tahap pembangunan dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan lainnya. Seperti
di Provinsi Lampung terdapat tiga daerah otonomi baru, salah satunya adalah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya memiliki satu Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) yang masih dalam proses pembangunan, sehingga dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum terlaksana
dengan maksimal. Keterbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan tersebut
menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung untuk membuat sebuah kebijakan, yaitu rumah sakit
keliling dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi

masyarakat, khususnya bagi daerah otonomi baru.

Rumah Sakit Keliling merupakan inovasi unggulan Gubernur Lampung.
Rumah sakit keliling dibentuk demi meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat di Provinsi Lampung. Rumah sakit keliling pertama Kkali
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beroperasi pada tahun 2013 dan dilaksanakan dengan cara mengunjungi
pasien atau masyarakat secara langsung. Rumah sakit keliling sudah
dilaksanakan dari tahun 2013 hingga sekarang, oleh sebab itu diperlukan
evaluasi kebijakan untuk menilai apakah dalam implementasi suatu kebijakan

sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pelayanan Rumah
Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung studi pada Kelurahan
Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat, apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada
masyarakat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat atau sebaliknya. Indikator evaluasi yang
digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh William N. Dunn.
Indikator tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,

responsivitas, serta ketepatan.

Hasil penelitian dari Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diharapkan dapat digunakan sebagai
salah satu masukan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk perbaikan
kualitas pelayanan rumah sakit keliling maupun pembuatan kebijakan baru

dalam bidang kesehatan.
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I11. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakaan dan lain-lain,
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah.

Penelitian kualitatif obyeknya adalah manusia atau segala sesuatu yang
dipengarui oleh manusia dan diteliti dalam kondisi sebagaimana atau dalam
keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (Nawawi 1995: 208). Alasan
menggunakan penelitian kualitatif karena fenomena yang diteliti untuk
mengevaluasi kebijakan pelayanan rumah sakit keliling Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung studi pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat memerlukan data lapangan

dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek penelitian.

Peneliti menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab serta menjabarkan

bagaimana hasil evaluasi kebijakan pelayanan rumah sakit keliling Dinas
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Kesehatan Provinsi Lampung studi pada Kelurahan Panaragan Jaya
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Peneliti juga sangat membutuhkan informasi ataupun masukan yang didapat
dari metode wawancara serta pada penelitian ini membutuhkan data lapangan

yang sifatnya tidak statistik atau tidak menggunakan angka.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi
dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang
akurat (Moleong, 2011: 128). Lokasi penelitian ini di Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung, khususnya pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan (PKDR) selaku pihak penyelenggara kebijakan rumah sakit keliling.

Lokasi lainnya yaitu di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Alasan
memilih lokasi tersebut karena Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan
daerah otonomi baru yang menjadi salah satu lokasi pengadaan Rumah Sakit
Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Alasan lain yaitu pelayanan
Rumah Sakit Keliling pertama kali dilakukan di Puskesmas Panaragan Jaya

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus

membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak
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relevan. Pembatasan dalam penelitian kulitatif lebih didasarkan pada tingkat
kajian yang teliti. Melalui fokus penelitian, peneliti tahu persis data mana dan
data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun
mungkin menarik, karena tidak relevan tidak perlu dimasukkan ke dalam

sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Fokus penelitian ini yaitu Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit
Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Studi pada Kelurahan Panaragan
Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
dengan menggunakan teori dari William N. Dunn terdapat enam kriteria yang

peneliti gunakan untuk mengevaluasi kebijakan RS Keliling, yaitu :

[EEN

. Efektivitas : apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

2. Efisiensi : seberapa banyak usaha untuk memenuhi sumber daya manusia,
sarana dan prasarana serta anggaran yang diperlukan untuk mencapai hasil
yang diinginkan?

3. Kecukupan : apakah hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah?

4. Perataan : apakah suatu kebijakan mampu memberikan manfaat secara adil
bagi seluruh masyarakat?

5. Responsivitas : bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan

suatu kebijakan?

6. Ketepatan : apakah kebijakan yang dilaksanakan tepat sasaran?

Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling (sampel bertujuan). Purposive sampling yaitu informan-informan
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yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti

memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan

tersebut dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan

yang sedang peneliti teliti (Sugiyono, 2008: 219).

Kriteria untuk penentuan informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan rumah sakit keliling

2. Masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan

Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulaang Bawang Barat

3. Masyarakat yang pernah berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan

di rumah sakit keliling

Informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 5. Daftar Informan

No. Nama Umur Jabatan

1. Yulianto 50 | Kepala Seksi Rujukan Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung

2. Chairudin 40 | Staff Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi

Winangun Lampung

3. Novi Franika 40 | Staff Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung

4. Ari Hidayat 40 | Staff Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung

5. Nyimas Nawal 46 | Staff Seksi Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung

6. Andri Waparoga | 29 | Staff Pelayanan Primer Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulang bawang Barat

7. Febriyana 34 | Kepala Tata Usaha Puskesmas Panaragan Jaya
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat

8. Sumiyati 32 | Warga Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat

9. Maryani 39 Warga Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang Barat

Sumber : Diolah oleh peneliti 2019
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E. Jenis Data

Data dalam penelitian adalah informasi-informasi yang harus dikumpulkan
dan berkaitan dengan judul penelitian. Pengertian data adalah semua
keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari
dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya

guna keperluan penelitian dimaksud (Subagyo, 2006: 87).

Data hanya sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan
dengan penelitian. Semua informasi atau keterangan belum tentu merupakan
data penelitian. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, karena dalam
teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Data kualitatif
merupakan data yang berasal dari sumber wawancara atau kuesioner

(Purhantara, 2010: 8).

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data
primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal
ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan
instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010: 79). Data
primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan
mengenai evaluasi kebijakan pelayanan rumah sakit keliling Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung studi pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang

bersifat publik. Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai



34

informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder juga
diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data
yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data kearsipan,
dokumen, serta laporan yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pelayanan
Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung studi pada
Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten

Tulang Bawang Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian,
karena berguna untuk mengumpulkan dan memperoleh data terkait dengan
masalah penelitian yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian
diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Wawancara
Salah satu teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung berhadapan dengan
subyek penelitian atau responden. Wawancara dalam penelitian kualitatif
bersifat mendalam (in depth interview). Wawancara adalah suatu cara
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung

dari sumbernya (Riduwan, 2012: 74)

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara

terstruktur. Kegiatan wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti dengan
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cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan
dalam wawancaranya nanti (Idrus, 2009: 107). Peneliti membutuhkan
pedoman wawancara yang berisi tentang daftar pertanyaan supaya proses

wawancara dapat berjalan dengan baik.

Metode wawancara ditujukan kepada beberapa informan yang ada di
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung VYyaitu Yulianto (Kepala Seksi
Rujukan), Chairudin Winangun (Staff Seksi Rujukan), Novi Franika (Staff
Seksi Rujukan), Ari Hidayat (Staff Seksi Rujukan), dan Nyimas Nawal
(Staff Seksi Rujukan), serta Andri Waparoga (Staff Pelayanan Primer
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang bawang Barat) dan Febriyana (Kepala
Tata Usaha Puskesmas Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat)
selain itu Maryani dan Sumiyati yang merupakan warga di Kelurahan
Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang

Bawang Barat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen (Usman dan Akbar, 2009: 69). Data-data yang dikumpulkan
melalui dokumentasi merupakan data sekunder dan berguna sebagai
penunjang dalam memperoleh informasi tambahan dan pendukung dalam

penelitian.

Dokumen tertulis pada penelitian ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 058/Menkes/SK/1/2009 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak, Peraturan Gubernur Lampung
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Nomor 16 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan
Mobile Clinic (Rumah Sakit Keliling), paparan rumah sakit keliling dan
data kunjungan pasien rumah sakit keliling yang peneliti peroleh dari

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang baru dikumpulkan dinamakan data mentah. Data mentah belum
dapat dibaca atau memiliki informasi. Data mentah tersebut perlu diolah
terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pengolahan
data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang telah
terkumpul, menyajikan dalam susunan yang baik, kemudian dianalisis
(Siswanto, 2012: 70). Pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Editing Data
Editing data dilakukan dengan mengedit data atau memeriksa kembali data
yang telah diperoleh dari proses penelitian sesuai dengan kepentingan,
dalam penelitian ini editing data dilakukan pada data yang telah diperoleh

dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Tahap Interpretasi
Tahap interpretasi data digunakan untuk mencari makna dari proses
penelitian dengan tidak hanya menjelaskan atau menganalisa data yang

diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan
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dari proses pengolahan data. Data yang telah diinterpretasikan tersebut

kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah diolah langkah selanjutnya adalah menganalisis
data untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan. Analisis
data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh
responden atau sumber data lain terkumpul. Ada tiga kegiatan yang dilakukan
dalam menganalisis data :
1. Reduksi Data
Data yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan
penelitian. Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses
pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses
penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu
dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih

kurang.

Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik
dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya
serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada
di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks
dan rumit. Reduksi data perlu dilakukan agar data tidak bertumpuk dan

tidak mempersulit analisis.
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2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun
berdasarkan  kategori atau pengelompokan-pengelompokan  yang
diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan proses penarikan
kesimpulan maupun memutuskan tindakan yang akan dilakukan

selanjutnya.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju
tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Penyajian data tidak
semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses
analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah
berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil
penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan
mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan
peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, Kkhususnya
berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan
perumusan masalah yang ada. Data-data tersebut diuji kebenarannya
peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses
analisis yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka

pikir yang telah dirumuskan.
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Teknik Keabsahan Data

Salah satu syarat bagi analisis data adalah data yang valid dan reliabel, oleh
sebab itu dalam penelitian kualitatif dilakukan validasi data. Objektivitas dan
keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas
data yang diperoleh. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data
penelitian kualitatif adalah metode triangulasi. Metode triangulasi merupakan
proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
metode, karena dalam memperolen data penelitian melalui metode
wawancara dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi
metode vyaitu teknik untuk menganalisa data dan informasi dengan
menggunakan minimal dua metode. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode wawancara dan metode dokumentasi.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Rumah sakit keliling dilaksanakan melalui Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
dan Rujukan (PKDR) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selaku pihak

penyelenggara.

1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana
Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dengan visi
“Masyarakat LAMPUNG yang SEHAT dan MANDIRI” yang merupakan
gambaran masyarakat Lampung di masa depan yang ingin dicapai melalui
pembangunan kesehatan yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam
lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta memiliki
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga mampu bersaing di

tataran nasional maupun internasional.

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015-2019 dalam rangka
mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2015-2019

sebagai berikut :
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1. Menjamin upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau
2. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan

3. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan salah satu satuan kerja dari
Pemerintah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2009 yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja

dinas-dinas daerah pada Pemerintahan Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur di atas maka tugas pokok Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dan unit pelaksana teknis (Labkesda dan Bapelkes)
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang
kesehatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada
gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan unit pelaksana tugas
(UPTD) berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010
sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan kesehatan skala provinsi, pengaturan, perencanaan

dan penetapan standar/pedoman.
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b. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus
seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker.

c. Pelaksanaan sertifikasi teknologi kesehatan gizi.

d. Pelaksanaan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah
penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa.

e. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan
tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga
dan pelatihan kesehatan.

f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi, bidang
kesehatan.

g. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala provinsi dan yang belum
dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota.

h. Pelayanan administratif.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan organisasi
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas Kesehatan, terdiri dari :
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a. Sub Bagian Perencanaan.

b. Sub Bagian Umun dan Kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan.

. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri

dari :

a. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit.

b. Seksi Pemberantasan Penyakit.

c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (PKDR).

b. Seksi Gizi Masyarakat.

c. Seksi Kesehatan Keluarga.

. Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan.

b. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

c. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat.

. Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Obat dan Napza.

b. Seksi Kosmetika dan Kesehatan Tradisional.

c. Seksi Alat Kesehatan dan Makanan.

. UPT Dinas, terdiri dari :

a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan.
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b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.

Kelompok Jabatan Fungsional

. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (PKDR)

Proses perjalanan rumah sakit keliling :

1.

Tahun 2012 : perumusan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Unit

Operasional Rumah Sakit Keliling.

. Tahun 2013 : Launching rumah sakit keliling dan pelayanan dimulai

tanggal 22 Maret 2013 di Puskesmas Panaragan Jaya Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 : penandatanganan MoU antara

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan 4 Rumah Sakit yaitu RSUD
dr. Abdul Moeloek, RSUD Menggala, RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dan

RSUD Liwa.

Alur kerja rumah sakit keliling dalam memberikan pelayanan kesehatan

selama tiga hari di lokasi sebagai berikut :

1.

Hari pertama kegitan yang dilakukan yaitu skrining dan pelayanan poli
umum di Puskesmas Panaragan Jaya.

Hari kedua melakukan pelayanan spesialistik dan tindakan operasi
setelah dilakukan proses skrining dan pelayanan poli umum.

Hari ketiga yaitu pemulihan pasca operasi, pencatatan dan dokumentasi

rekam medik.



45

Kegiatan rumah sakit keliling meliputi empat pelayanan spesialis dasar
yaitu penyakit dalam, anak, kebidanan dan bedah, serta pelayanan
penunjang yaitu screening kasus THT, pemeriksaan laboratorium dan
radiologi. Fasilitas yang disediakan oleh rumah sakit keliling meliputi ruang
konsultasi, ruang laboratorium, ruang operasi minor dan mayor, mobil

radiologi, mobil recovery room, dan mobil angkutan tenaga medis.

Pengorganisasian rumah sakit keliling dibawah seksi Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terdiri dari :
1. Pembina;
2. Ketua;
3. Penanggungjawab Keperawatan:
a. Koordinator Rawat Inap;
b. Koordinator Rawat Jalan; dan
c. Koordinator Tindakan Operasi.
4. Penanggungjawab Umum dan Keuangan;
a. Koordinator Pembiayaan;
b. Koordinator Ketenagaan; dan
c. Koordinator Sarana dan Prasarana.
5. Penanggungjawab Penunjang Medik:
a. Penanggungjawab Farmasi

b. Penanggungjawab Laboratorium dan Radiologi.
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B. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian Utara Provinsi Lampung.
Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201 km?2. Secara
geografis, Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada posisi 104,55° -
105,01° Bujur Timur dan 402,0° - 404,6° Lintang Selatan. Batas-batas wilayah
administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan

Kabupaten Lampung Tengah.

Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya
meliputi daerah dataran hingga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran
sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten.
Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan dan pemukiman. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa
daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi
perkebunan. Daratan yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai

dapat menambah tingkat kesuburan tanah.

Secara administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diresmikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, dengan delapan

kecamatan yang terdiri dari 77 desa dan dua kelurahan. Sampai tahun 2014
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sudah beberapa kali dilakukan pemekaran, sehingga jumlah desa menjadi 93
dan tiga kelurahan. Jumlah kecamatan, kelurahan dan desa setelah pemekaran
pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Daftar Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tulang
Bawang Barat

No. Kecamatan Jumlah
Desa | Kelurahan | Desa + Kelurahan
1. Tulang Bawang Tengah 17 2 19
2. Tulang Bawang Udik 9 - 9
3. Tumijajar 9 1 10
4, Lambu Kibang 10 - 10
5. Gunung Terang 20 - 20
6. Gunung Agung 13 - 13
7. Way Kenanga 9 - 9
8. Pagar Dewa 6 - 6
Jumlah 93 3 96

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014

Ciri pokok penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat, selain jumlahnya
yang besar, secara geografis penyebaran penduduk yang tidak merata.
Kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 sebesar
218,7 jiwa/km?, dengan penduduk terpadat yaitu kecamatan Tumijajar dengan
kepadatan mencapai 318,5 jiwa/km?, sedangkan yang paling jarang
penduduknya di kecamatan Pagar Dewa yaitu 54,7 jiwa/km?2. Penyebaran
penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis.
Tingkat kemajuan diberbagai kecamatan di kabupaten ini tentunya berkaitan
dengan kuantitas infrastruktur. Penyebaran penduduk Kabupaten Tulang
Bawang Barat masih beriorientasi pada potensi pertanian, perkebunan dan

perdagangan.
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1. Gambaran Umum Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang ada sekarang, dahulu merupakan
wilayah kerja Kabupaten Lampung Utara dan terbentuk sejak tahun 1945,
yang bernama Asisten Widana Panaragan (Kecamatan Panaragan) sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Ibukota Kecamatan
di Panaragan. Pada tahun 1972 terjadi pemekaran Kecamatan menjadi 2
Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Ibukota Kecamatan di

Panaragan.

2. Kecamatan Tulang Bawang Udik dengan Ibukota Kecamatan di Karta.

Sesuai dengan perkembangan penduduk yang padat dan wilayah yang
cukup luas maka Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada tahun 1991
membentuk satu Kecamatan Pembantu yang diberi nama Kecamatan
Pembantu Gunung Terang dengan Ibukota Kecamatan di Tunas Jaya. Tahun
1997 Kabupaten Tulang Bawang diresmikan, yang merupakan pemekaran
dari Kabupaten Lampung Utara. Kecamatan Gunung Terang kemudian

didefinitifkan menjadi sebuah Kecamatan yang beribukota di Tunas Jaya.

Sesuai dengan perkembangan wilayah kerja dan untuk mempermudah
pelayanan terhadap masyarakat serta pemerataan pembangunan, maka pada
tahun 2004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah dimekarkan kembali
menjadi 2 Kecamatan yaitu : Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan

Kecamatan Pagar Dewa yang beribukota Kecamatan di Pagar Dewa.
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Pada Tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang Barat diresmikan, yang

merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Tulang Bawang, maka

Kecamatan Tulang Bawang Tengah resmi masuk ke dalam Kabupaten baru

yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hingga saat ini Kecamatan Tulang

Bawang Tengah menjadi Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Administrasi pemerintah Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada tahun

2015 terdiri atas 19 desa/kelurahan yang terdiri dari 17 desa dan dua

kelurahan. Jumlah kelurahan dan kampung di Kecamatan Tulang Bawang

Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Daftar Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tulang Bawang
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.

Kecamatan

Kelurahan

Desa

1.

Tulang
Tengah

Bawang

1. Panaragan
Jaya
2. Mulya Asri

Bandar Dewa

Menggala Mas

Penumangan

Penumangan Baru

Panaragan

Panaragan Jaya Indah

Panaragan Jaya Utama

X|N|@|g|H WM

Tirta Kencana

Pulung Kencana

. Mulya Kencana

. Mulya Jaya

. Candra Kencana

. Tunas Asri

. Wonokerto

. Candra Jaya

. Candra Mukti

. Tirta Makmur

Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017

2. Gambaran Umum Kelurahan Panaragan Jaya

Kelurahan Panaragan Jaya merupakan kelurahan yang terletak di

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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Perubahan status Kampung Panaragan Jaya menjadi Kelurahan Panaragan
Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya
Menjadi Kelurahan Panagaran Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkannya Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai Ibukota
Kabupaten Tulang Bawang Barat secara langsung berdampak pada semakin
pesatnya perkembangan dan kemajuan Kampung Panaragan Jaya terutama
karena posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan. Kampung
Panaragan Jaya dianggap memerlukan peningkatan pelayanan publik,
penataan wilayah, dan manajemen pemerintahan yang baik, maka diubahlah

statusnya menjadi Kelurahan Panaragan Jaya.

Jumlah penduduk di Kelurahan Panaragan Jaya yaitu sebanyak 2970 Jiwa

atau sebanyak 655 KK. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan

produksi serta keanekaragaman mata pencaharian. Kondisi sosial budaya

masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai

agraris ke jasa dan industri. Kelurahan Panaragan Jaya mempunyai luas

wilayah 878 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Panaragan;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kagungan Ratu dan Tirta
Kencana;

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Panaragan Jaya Utama;

d. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Panaragan Jaya Indah.



V1. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, terdapat
simpulan yang peneliti tinjau dari enam indikator evaluasi oleh William N.

Dunn sebagai berikut:

1. Efektivitas
Kebijakan rumah sakit keliling berjalan efektif karena pelaksanaannya
sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu mendekatkan akses
pelayanan spesialistik dan rujukan bagi masyarakat di Kelurahan Panaragan
Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Efisiensi
Kebijakan rumah sakit keliling sudah efisien karena dalam pemenuhan
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam
pelaksanaan rumah sakit keliling di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memadai.
3. Kecukupan
Indikator kecukupan sudah optimal karena rumah sakit keliling telah
menyediakan empat pelayanan spesialistik dasar yaitu penyakit dalam,

anak, kebidanan dan bedah serta pelayanan penunjang lainnya.
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4. Perataan
Rumah sakit keliling memberikan manfaat secara merata kepada seluruh
lapisan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit
keliling di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Responsivitas
Respon dari masyarakat di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang
Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat antusias pada saat
rumah sakit keliling melakukan kunjungan.

6. Ketepatan
Implementasi kebijakan rumah sakit keliling sudah tepat sasaran sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung Studi Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan manfaat kepada
masyarakat sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh William N.

Dunn.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang
diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait selaku pihak yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan rumah sakit keliling pada

daerah otonomi baru Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara lain :
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1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung diharapkan dapat melakukan
kunjungan rutin di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
diharapkan mampu berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan
pelayanan spesialistik dan rujukan agar rumah sakit keliling tetap dapat

dilaksanakan setiap tahun.
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